BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama,;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang
dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas
dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
Kabupaten Ogan llir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 368) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3988);




10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan
Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);




21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5740);

24, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Ogan Illir (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);

25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ogan llir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
2016 Nomor 12);;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540).

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6395)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dan
BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai

berikut:
1. Pendapatan Rp. 1.667.513.867.622,39
2. Belanja Rp. 1.673.563.867.622,39
Surplus/ (Defisit) Rp.(6.050.000.000,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 9.350.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 3.300.000.000,00
Surplus/(Defisit) Rp. 6.050.000.000,00

(1)

(2)

(3)

(4)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp 0,00

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 179.192.296.990,38

b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 1.178.164.171.869,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 310.157.398.763.01

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan pajak daerah sejumlah Rp. 131.973.615.138,38

b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 9.377.558.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp. 3.400.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah  yang sah sejumlah
Rp. 34.441.123.852,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 220.299.010.869,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 656.041.989.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 301.823.172.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp. 4.000.000.000,00

b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp. 78.528.018.763,01

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah
Rp. 22.033.574.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
sejumlah Rp. 0,00

f. Pendapatan lainnya sejumlah Rp. 205.595.806.000,00




(1)

(2)

(3)

1)

2)

3)

1)

2)

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri d ari:

a. Belanja tidak langsung sejumlah Rp. 1.034.178.555.684,39
b. Belanja langsung sejumlah Rp. 639.385.311.938,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 610.372.733.248,39

Belanja Subsidi sejumlah Rp. 3.328.368.636,00

Belanja Hibah sejumlah Rp Rp. 77.622.200.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,00

Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 14.135.117.800,00

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 326.720.136.000,00

g. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 9.005.901.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 343.925.938.777,00
¢. Belanja Modal sejumlah Rp. 286.453.472.161,00

™o Qo TP

Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah Rp. 9.350.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.300.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis
pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelum (SILPA)

sejumlah Rp. 9.350.000.000,00
b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

Penyertaan  modal (Investasi) pemerintah  daerah sejumlah
Rp. 3.300.000.000,00

Pasal S

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, atau dengan
menggunakan belanja tidak terduga.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan Normal dari aktivitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksi sebelumnya

Tidak diharapkan terjadi secara berulang

Berada diluar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah

Memilki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

aogo




3)

Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan Kriteria sebagai

berikut:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, terdiri

dari:
[}

2.

A R 4

10.

 §

12.
13.

Lampiran 1

Lampiran II
Lampiran III
L.ampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

LampiranX

LampiranXI

LLampiran XII

Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja  untuk  Keselarasan dan
Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
Daftar Piutang Daerah
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lain-lain;
Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran inij;

Daftar Dana Cadangan dan;
Daftar pinjaman daerah

Pasal7

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai
dengan petunjuk
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana tranfer dimaksud dengan cara
menganggarkan kembali mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya diusulkan ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran
2020.

teknis tahun berkenaan, Pemerintah daerah dapat




Pasal8

Hal-hal yang belum diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan
Ilir, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2o Desember 2019

BUPA! AN ILIR,

M. LY. ANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 3o Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

Qd/l_-;"@x—
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN ( )




